
LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 
 

A. LINGKUP 
PEKERJAAN 

1.1 Nama paket pengadaan: Pengadaan Langsung Jasa Konsultan 
Perorangan Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Data Penerima 
Akses Reforma Agraria Daerah Kantor Wilayah BPN Provinsi. 
 

1.2 Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Langsung Jasa 
Konsultan Perorangan Dalam Rangka Mendukung Kegiatan 
Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah Kantor Wilayah 
BPN Provinsi. 
 

1.3 Jenis Kontrak yang digunakan: Lumpsum 
 

1.4 Nama Satuan Kerja: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Bali 
 

1.6 Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan pada Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali 
 

1.7 Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Cok Agung Tresna No 7 
Denpasar 
 

B. SUMBER DANA  Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Tahun 
Anggaran 2025 
 

1. PERSYARATAN 
KUALIFIKASI 
ADMINSISTRAS /
LEGALITAS 
PESERTA 

 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Konsultan Perorangan: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. Pendidikan Minimal S-1 (Semua Jurusan) dengan 

pengalaman minimal 3 (tiga) tahun.  
c. Diutamakan berpengalaman sebagai Konsultan Perorangan 

Penataan Akses Reforma Agraria (ARA) di Kantor Wilayah 
BPN atau Tenaga Pendukung Penataan Akses di Kantor 
Pertanahan; 

d. Memiliki kemampuan komunikasi, presentasi dan manajerial 
yang baik; 

e. Tidak berstatus ASN/TNI/Polri atau tidak sedang menjalani 
perjanjian/kontrak kerja/ ikatan dinas dengan pihak manapun; 

f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau 
terlibat politik praktis; 

g. Mampu menggunakan dan mengoperasikan komputer dengan 
baik seperti Microsoft Office, aplikasi ArcGIS, dan perangkat 
lunak desain grafis atau software terkait lainnya untuk 
mendukung kegiatan rencana penyusunan tata ruang yang 
lebih atraktif; 

h. Diutamakan memiliki kemampuan analisis statistik 
(kuantitatif/kualitatif/deskriptif). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mampu bekerja 
sama dalam tim dan memiliki komitmen kuat di bidang 
pemberdayaan masyarakat 

j. Bersedia bekerja penuh waktu (full time) dan bersedia 
berdomisili di area Kota Denpasar dan sekitarnya. 

k. Memperhatikan kesetaraan gender; 
l. Sanggup bekerja dalam tekanan dan target waktu.  
m. Bersedia mengikuti pelatihan secara tatap muka dan/atau 

virtual. 
n. Sanggup melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan program 

kegiatan pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria 
o. Diutamakan yang memiliki peralatan 1 (satu) laptop. 

 
Persyaratan Administratif: 
a. Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar; 
b. Salinan e-KTP yang masih berlaku atau surat keterangan 

perekaman e-KTP; 
c. Salinan ijazah terakhir/Surat Keterangan Lulus dan transkrip 

nilai yang dilegalisir; 
d. Memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dari aplikasi Online 

Submission Single (OSS) dengan KBLI 63111; 
e. Terdaftar dan terverifikasi pada Sistem Informasi Kinerja 

Penyedia (e-SIKAP); 
f. Pasfoto terakhir berwarna ukuran 4x6 latar belakang merah 

sebanyak 2 (dua) lembar; 
g. Daftar Riwayat Hidup dengan melampirkan keterangan 

pendukung (pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, dsb); 
h. Surat keterangan kerja dan rekomendasi tempat kerja 

sebelumnya jika ada; 
i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih 

berlaku (setelah dinyatakan lulus seleksi); 
j. Surat Keterangan Sehat dari dokter (setelah dinyatakan lulus 

seleksi); 
k. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening 

(setelah dinyatakan lulus seleksi). 
l. Surat Pernyataan Pakta Integritas. 

1) Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme 

2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika 
mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme dalam proses pengadaan. 

3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, 
transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja 
terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 



4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf 
a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, 
dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata 
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

m. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi: 
1) Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam; 
2) Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan 

kepentingan pihak yang terkait; 
3) Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang 

menjalani sanksi pidana; 
4) Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang 

bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan 
Negara; 

 
 

2. DOKUMEN 
PENAWARAN 
DAN 
KUALIFIKASI 

2.1 
 
 
2.2 
 

Masa berlaku surat penawaran: 20 (dua puluh) hari kalender 
terhitung tanggal 18 Juni 2025 s.d 07 Juli 2025 
 
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 3 (tiga) bulan 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


